GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
' NOMOR 2% TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F UNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa
Perangkat Daerah yang pelaksanaan fugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok
jabatan fungsional, menghapus unit organisasi vang
tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh
oleh kelompok jabatan fungsional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan
jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Barat;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nesara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentulkan  Daerah-Daerah  Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106};
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
mbaran Negara Repuplik lﬂdg%}egia_Nggﬁor 6322);
AR ® TanEay | A .

g
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9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatm Negara SR .
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 'tentang:_ A
Penyetaraan Jabatan Administrasi -Ke' Dalam Jabatan’ e
Fungsional (Berita Negara Repubhl{ Indonesm Tahun':f.' B

2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri ?endayagunaan Aparauu Negara R R
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 teniang- L
Penyederhanaan Struktur Organisasi: pada Instansi.
Pemerintah untuk Penyederhanaan Bn*oham (Berﬁza- SR

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun: 2016 tentar}g
Pembentukan dan Susunan Peraﬁgkat Daerah Provinsi -
Kalimantan ~ Barat (Lembaran . Daerah Pramnsz_'_._ff'_'_-_'_'__.'_'.:_.
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 "I‘ambahaﬁ;-
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Nomor. 6)
sebagaimana telah diubah beberapa Kali dan tezakhlr--“:i{-'_ S
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua  Atas Peraiurm1 Daerah"’f.fﬁ-_jf_
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan g
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kahmant&m Bar at'_'“-_-' - s
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahur e
2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daezall vamsi:" el

Kalimantan Earat Nomor 5)

MEMUTUSKAN -

Menetapkan :  PERATURAN  GUBERNUR TENTANG KEDUDU}s,.AN &

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGST, SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DABRAH

PROVINSI KALIMANTAN BARL\,‘I‘

BAB I |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud deﬁga.n :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerzntahaﬁ oieh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas = = -
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seiuas luasnyaf-

dalam sistem dan prinsip: Negara - Kesatuan Repubhk ‘Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undarng Dasar Negara Repubh
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah daerah adalah Gubemur sebagm unsur penyelenggaaﬁ
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan’ pemermiahan
yang menjadi kewenangan Provinsi’ Kahmaman Barat. - ' e

§
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Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. - L -
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat., ..
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang SEIaijj;ifnya SRS
disingkat Bapenda adalah unsur penunjang urusan pemerintahan ‘di -

bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah vang  menjadi- .

kewenangan daerah. _ S RO
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat. T T
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang: pada Badan Pendapatan Daerah: - -
Provinsi Kalimantan Barat. BRI S
Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat ASN 'adal_ahzfprofesi bag} B e
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang -~
bekerja pada instansi pemerintah. L
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya  disebut Pegawai ASN.

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian’ .

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan: diserahi tugas -
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dann -

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. e R
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk m&ﬂd_ud.u}«;i_'-jaba’t'an'_i'=' S o

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yémg.ﬁbgriéi-j-fﬁ_fi'géi_-_'.'djaiif-_
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 'admilliStrasi_' perﬁsriﬁ‘t_aﬁaifif Sl

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yangmendudulﬁda’batau

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, =

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi.dan |

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada T

keahlian dan keterampilan tertentu. _ T
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki J abatan

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. - s

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam .Jaibataii_53Ft1ﬁ_g$iojf;_’éd'__yai’_ig!f_'-.j_i':':'
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan ‘adalah :Péﬂgangkataﬁ;3_:_Pej§iba‘i;i_fj"_ R
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian JInpassing 0

pada jabatan fungsional yang setara.

Pendapatan adalah penerimaan daerah “dalam- rangka -;'pe}ét_l%:'s_ah_a;éii%; &
desentralisasi yang bersumber dari  pendapatan - asli- daerah, dana
perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, |
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang .--"_'diakui'_."’sebag’éi:i L

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode" tahunangga;«aﬂ i e

berkenaan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kon‘i:ﬂbuSiwaﬁb Ce

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atan badanyarlg -Jb’é:i"_"sifé,i

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan bdak mendapatkan g o
imbalan secara langsung dan digunakan _urituk'-keperluah_da_erah'_'.--b‘égi_j__g_';';j

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas '..-}s:_‘ep.e'i‘hii_ikéh”r'dén_/ a‘tau L

penguasaan kendaraan bermotor.
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21.Kendaraan  bermotor adalah semua kendaran beroda beserts
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air,

22. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasulkan ke dalam badan usaha.

23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu vang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

24. Pendapatan lain-lain PAD adalah pendapatan asli daerah yang sah antara
lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

25. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah (otonom)} untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

26. Bagi Hasil Pajak adalah realokasi sebagian penerimaan pajak pemerintah
yvang lebih tinggi kepada Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Bapenda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Bapenda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bapenda
menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

aa

berumusan program kerja di bidang pendapatan daerah;

perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi
hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem
informasi, pembinaan dan pengendalian;

pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain,
bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem
informasi, pembinaan dan pengendalian;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pajak, retribusi,
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan
pendapatan, sistem informasi, perabinaan dan pengendalian;
penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pajak,
retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan,
pengembangan  pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan
pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak, retribusi, pendapatan
lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan,
sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapenda;
pelaksanaan administrasi di lingkungan Bapenda; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Bapenda terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pajak;

d. Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana
Perimbangan;

e. Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian;

f.  Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Bapenda sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. ayat: (1) humf a,'.

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordmasﬂ{an, membma Sans
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melapot*kan keglatanf. EEE
Bapenda di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan pera_turan B

perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasai 6 Kepaia'-'

Badan mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang pajak, retribusi, pemiapatan Ialn Iam -_..:ﬁ ;
bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan szstem"_ s Lo

informasi, pembinaan dan pengendalian;

b. perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan Iam lam bagz._-’--'_f _. 1
hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapa‘tan, szstem'-'_['f-__;

informasi, pembinaan dan peng,endahan,

c. penyelenggaraan kegiatan di bldang pajak retribusi, pendapatam 1311'1 lam ; :
bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembarigan pendapatan smtem}'-”;.__'_ BUSEE
informasi, pembinaan dan pengendahaﬂ sesuai ketentuan pera’mran_-”_ﬁ,_' e

perundang-undangan; e
d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pajak wti 1bu81,-'._-'

pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dana perlmbangaﬁ pengembanganl"_i o

pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendahan

€. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di - bidang - pajak r@trlbug}’_; : _.
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana’ perimbangan, pengembamg&n-j}; L

pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendahan

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas- dan- fungsz dz hngkungan; S

Bapenda;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penvelenggm‘aml reformam bli‘()kl a31
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermtah (SAKIP} dan pelayanan )

publik di lingkungan Bapenda;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegzatan dz o i | RS
bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil: pajak, dana ER
perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem’ 11‘11“01’111&131, pembmaanfﬂ;_f EEs

dan pengendalian:

i. pemberian saran dan pemmbangan kepada C‘rubernm belkenaan denganf'-:'-f:.;f'____"'_":;.'. __
perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain- ia;m bagi R
hasil pajak, dana perimbangan, peﬂgembangan pendapatan : szs’iem-‘_’f--'._f'f-'-:ﬁ;.__"__-:ﬁ:'_'

informasi, pembinaan dan pez’;gendahan dan

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bldaﬂg pendapatan;';
daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai I{etentuan peraturan j.__{f;?:_'_;

perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d1p1mpm'
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung]awab kepada:z

Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kesza can dz"
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan’ apazatm keuangan.

dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh Iaeﬂiatam_‘;-_;f'f: o

pelayanan dan administrasi di lingkungan Bapenda.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam Pasa_l 9 Sekreiamat_-z 3 .

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretanatan,

b. penyiapan bahan dan perumusan kebgakan di bldang 1*encana k(ﬂ:]&

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuarzgan dan aset

.....

c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana’ “ketj ja, momtormg dan"_;'_-"ﬁ”'

evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangam dan aset

d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan- di bidaﬂc rencema kel_;a,i:.'__;"__-"_':;::_':'f :
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan darx aset’ ch_‘- e e

lingltungan Bapenda sesuai ketentuan peraturan pemndanmundangan

e. pelaksanaan urusan di bidang pengumpulan . dan® pengohhan bahan-i;_-_:{. o

laporan pertanggungjawaban, laporan penyeienggaraan pememntah daerah':f

dan laporan kinerja, pengumpulan dan perzgelolaan informasi dan
dokumentasi, serta pengadaan penyaluran, penyimpanan, pemehhalaan S

dan pengamanan aset di hngkungan badan sesuai ketentuan peraturan:_:_-.

perundang-undangan;

f. pemberian dukungan pelayanan admmlstrasz dl bzdaﬁﬁ penyuaun&n’_g'_'--'-.___':___
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta-_'f' S

keuangan dan aset di lingkungan Bapenda;

g penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana keua ch Iztigkungan*}-;'..--: Lol

Bapenda sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi bn‘okraSl Slstem Akuntabzhtas{ e

Kinerja Instansi Pemerintah (SAIGP) dan- pelayanan pubhk da, Imgkunvaﬂf .
Bapenda,; - : S

1. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan - fungsz d1 hngkungan__i
Sekretariat; : . :

j. pemberian saran dan peru"mbanﬁan kepada hepala Badan berkenaan :
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan: :

HARG
HUKLUM
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k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiéksaﬁétaﬁ”_
tugas dan fungsi di lingkungan Bapenda; dan

. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh -
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub- Baazan
Umum dan Aparatur.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh" seora:ng: )
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11

ayat (1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan iqebijakan dl
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegza’caﬁ sesueu R

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 Sub e
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebzgakan di bldang"_:'
umum dan aparatur di lingkungan Bapenda;, A '

c. pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang - aparatur dan'-'

organisasi di lingkungan badan, surat menyurat, kear sipan, hukum dan ' _
kehumasan, serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan peratman .
perundang-undangan; 3

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm di' _ﬁ'

lingkungan sekretariat;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesual tugas dan fungsz ch bldang.___-f".

umum dan aparatur;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ‘pada’’ Sub'._'_-: L

Bagian Umum dan Aparatur;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan o -

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan lapc)ran tez“hadap '

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan =

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yaﬂg dlserahkan_-_'_' TR

oleh sekretaris.
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Bagian Kelima
Bidang Pajak

Pasal 14

Bidang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c:,d:plmpm G
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah d'an”_be_rta;lggimg}'awaﬁj_.__._":_";_

kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan .da’ﬁ--_-_mﬂér{i&*’nﬁé}ign

kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan sdan

sengketa pajak, serta bertanggungjawab memimpin - seluruh kég’iéﬁaﬁﬁi'.'_ i

pelayanan dan administrasi di bidang pajak.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud _dalaiﬁ Pasal 15, Bidaj‘ig _' e

Pajak mempunyai fungsi : _
& penyusunan program kerja Bidang Pajak;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan - teknis __idi‘;_'bidang_:pajak Cent

kendaraan bermotor dan bea balik nama ‘kendaraan  bermo Qr,'-_-_paja};;_'}_'.'_" e

daerah lainnya, dan pertimbangan keberatan dan --_séﬁgl;?ﬁa-_:}j_éja_l%;_r!'.'=-' BEn S e A FoRt

. penyelenggaraan unsur penunjang urus'an""pémérin‘téghah__ di bldangpajak :

kendaraan bermotor dan bed balik nama ~kendaraan  bermotor, pajak oo
daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa  pajak. sesuai o

ketentuan peraturan perundang«undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pémeﬁh‘éﬁh'aﬁ_'____c}é_iei'ah'_::-_di‘
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea - balik- nama kendaraan

bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan '.keberatan_;fda_nl sengketa -

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dibzdangpajakl{endaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan bérmotor, -paja_k_ﬁ’aér&;h__Z'E_Iainﬁy'a;_;'-_-'_ ERtaT AN

pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaantugasdaﬁfungmch o
bidang pajak kendaraan bermotor dan ~bea. balik nama - kendaraan R
bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan ‘keberatan dan sengketa .

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; = -

g pemberian saran dan pertimbangan kepada’ Kepala Badan : berl«henaan :_'_._::. i
dengan tugas dan fungsi di bidang pajak kei‘ida;raaﬁ--:_be’fma:t'or'_'__-daga-. 'bea E
balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah iainnya;-'_.pé'i*tiﬁibéiilga_ﬁ s

keberatan dan sengketa pajak;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapérénI-térﬁad'af}fj'-.péll_al::;_séiiéiéh}fi P

tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bérnﬁotc)r'_d‘aﬁ'bea':bél:ﬂ{fnaiﬁé_;c_;

kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan 'jkébéi‘étaﬁ'.:_'i_tiial_‘l_f:fj-_--‘ L

sengketa pajak; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 'Kepala.Badaﬁ_--di bldang pa;ak :

sesuai ketentuan peraturan-p

i

dang-undangain:—
R
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Pasal 17

(1) Bidang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, membawahi :

a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor; dan

b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pajak.

Pasal 18

Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub

Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor;

¢. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak kendaraan bermotor
dan bea balik nama kendaraan bermotor;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan
bea balik nama kendaraan bermotor; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik
nama kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Pasal 20

Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1} huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan  kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub
Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

@. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pajak daerah lainnya;

¢. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak daerah lainnya;

pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bidang pajak daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pajak daerah lainnya;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnyva;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak daerah lainnya yang diserahkan
oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajal,
Dana Perimbangan

Pasal 22

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.

Pasgal 23

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan,
serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak,
dana perimbangan.
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Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang
Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Pemmbangan
mempunyal fungsi : :

a.

b.

ga

Sub Bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (I) huruf a, j"_f; S
mempunyai tugas mengumpu! dan mengolah bahan perumusan kebijakan - :
teknis di bidang retribusi serta mengendalikan pelaksanaan kegzatan sesuaa_'- e
dengan tugas dan fungsinya.

penyusunan program kerja Bidang Retribusi, Pendapatan Lain- Lain, Bagi |
Hasil Pajalk, Dana Perimbangan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang retmbum
pendapatan lain-lain, dan bagi hasil pajak, dana perimbangan;

penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bid'&ﬁg B
retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesual s
ketentuan peraturan perundang-undangan; '

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bzdahef

retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perzmbancfan sesuai _' o

ketentuan peraturan perundanw—mnciaﬂgan

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang retribliéi,- o
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan; .

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas daﬂ fungsi (:11 S

bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana’ perzmbaﬂgan_if
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; L

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan befkeﬂaanw :

dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, 'bam -
hasil pajak, dana perimbangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap péléie:san'ééﬂ:'-'

tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain- lain, bagi hasil pajak - L

dana perimbangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan- dl bzdang o

retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana pemmbangan sesuai" o k

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak Dana'i'_.} .

Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membawahi
a. Sub Bidang Retribusi; dan

b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan. 5
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masmgumasmg d1p1mp1n |

oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di = bawah ‘dan’ SRR

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Lain- Lam |
Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan. : S

Pasal 20
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Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub
Bidang Retribusi mempunyai fungsi ;

& penyusunan rencana kerja Sub Bidang Retribusi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang retribusi;

. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang retribusi;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan retribusi dan evaluasi retribusi yang dihasilkan oleh perangkat
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang retribusi;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang retribusi yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Pazal 28

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana
perimbangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub

Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a penyusunan rencana kerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana
Perimbanganin;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bagi hasil pajak,dana
perimbangan;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan lapbréﬁ terhadap |
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak,dana
perimbangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 30

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.

Pasal 31

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian mempunyai tugas menylapkan bahan dan merumuskan
kebjjakan teknis di bidang pengembangan pendapatan, pengolahan data
sistem informasi pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut,
monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta bertanggung
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi
di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan
pengendalian.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang

Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem
Informasi, Pembinaan dan Pengendalian;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengembangan pendapatan, data sistem informasi pendapatan,
pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;

c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
pengembangan pendapatan, pengolahan data  sistem informasi
pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut, monitoring dan
evaluasi pengelolaan pendapatan daerah sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;




Sub Bidang Pengembangan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam _
Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan' . e

perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ‘pendapatan serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. SR

_16_

pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak |

lanjut hasil pemeriksanaan, monitoring, pengendalian  dan cevaluasi
pengelolaan pendapatan daerah, pembinaan adminitrasi pendapatan dan ST
materil, serta pengendalian administrasi keuangan, barang dan pegawai .

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah fdi-.bid_aﬁgzz_ -
pengembangan pendapatan, sistem  informasi __.peiidapatail,' serta’ o
pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan. -

perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang peng’émb'aﬁgéiﬁ" e

pendapatan, sistem informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendalian -
dan tindak lanjut; Lo T

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan -'fufigsi.__'_di
bidang pengembangan pendapatan, sistem inforrmasi 'pen’daﬁ&taﬁ;:'_'s;:eifta':}':_f"' S |
pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan .

perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan . |
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan péﬁdaﬁat'an_;.__Sifs't_é:i‘ﬁ
informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendalian dan ti'ﬁdék-laﬁjut; : e
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanazn =~
tugas di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi pendapatan, -

serta pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala -B'ad_a'ri : di. b:zda'ng i

pengembangan  pendapatan, sistem informasi, = pembinaan  dan

pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, - embmaandan

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membawahi ;- i
a. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan; dan | '
b. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dzpampinolehsemang e
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan béx‘tangguiigj_aﬁvgb_:3'__1»;*_593@@1 L i
Kepala Bidang Pengembangan Pendapaﬁaﬂ, Sistem -Informasi; Pembinaan e

dan Pengendalian.

Pasal 34
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Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam - Pasai 34 Sub o
Bidang Pengembangan Pendapatan mempunym fungsi : : L L

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakaﬂ tekn:ts dz'; : _ 
bidang pengembangan pendapatan; x ST LR e

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang -pengembangaﬁﬁ;_
pendapatan; L

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan  dan. peiayanan'-' R

umum di bidang pengembangan pendapatan sesuai ketentuan' peraturan' S
perundang-undangan;

e. pelaksanaan pengembangan pelayanan dan pendapatan ciaerah O
optimalisasi dan penggalian potensi  serta penyusunan - data realisasi-
pendapatan asli daerah, monitoring dan evaluasi pelayanan me}alm survey-_' R R
kepuasan masyarakat; - '

f.  penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan bahan’ pelaksanaan al(}kasxr
target pendapatan daerah,bahan evaluasi pendapatan daerah, ‘bahan
pelaksanaan penyusunan analisa pendapatan, dan ‘bahan rancangaﬁ SR
dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama dam pzoduk-.-’?' P
hukum bidang pendapatan; S o

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm c‘u"" :
bidang pengembangan pendapatan; _ R

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan-:.-f
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan R SR

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1aporar1 terhadap}_'_'_f Eaeapt
pelaksanaan tugas dan fungsz di bidang pengembangan pen&apatan u.an R

j. pelaksanaan fungsi lain di ‘bidang pengembangan pendapatan yang”_'__;}-:_ AL
diserahkan oleh Kepala Bzda.ng S e

Pasal 36

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan sebagaimana dlmai«:sud daianl"""-:'.‘""'
Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul,_mengo}ah da.nf-'_'- S
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan  data. szsi&mf.,f-'-
informasi pendapatan serta mengendalikan pelaksanaan 1<eg3atan sesua:z
dengan tugas dan fungsinya. : ' '

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 36, Sub.---' g S
Bidang Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi : R

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sistem Informasi Peﬁdapatan S

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebgakan i:ekms dl
bidangsistemn informasi pendapatan; IR S

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang - sistemr"_'_infdi"mé\sii-_:'- L
pendapatan; S R




penylapan bahan pelaksanam'i pengembangan rancang _bangun _dan“"_
pemanfaatan sistem informasi pendapatan yang terdm darl perencanaaﬁ
pelaksanaan dan momtormg database pr. oglam dan aphkam ?..':.-ja:t 111g"'_
perangkat computer/server dan pendukung Iamnya, ' G

f. pelaksanaan perawatan dan penoamanan sm‘é:em procz am aphkas_ dan
jaringan, evaluasi sistem, program dan aphka& penyusunan Stand"""
Operasional Prosedur sesua_i lmgkup tugas e .

g pelaksanaan integrasi szstem 11‘1f01ma31 pendapaian s gan szsiem
informasi lain, ‘penghimpunan dan pengmputan data miaz ju'al kendaraan
bermotor, pemantauan -dan peibaukan ‘sistem; - prowram da.n apizka
diseluruh Unit Pelaksana Tekms Pelayanan Pendapatan Daerah |

h. pengendalian dan penﬁawasan terhadap pelaksanaan tuga dan: funasz :
bidang sistem informasi pendapatan R

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepaia Bldang 'berkenaaﬂ
dengan tugas dan fungsz d1 blda,ng 31S'tem mfofmasa pendapata

k. pelaksanaan fungsi lain di’ b1dang s3si,em mformasz __{:pendapatan' y-
diserahkan oleh Kepaia Bidang g Sl

BagIan Kedelapan
Umt Pelaksana Tekms

Pasai 38

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5_ aya
huruf f dapat dibentuk untuk melal«:sanakan Ixegxataﬁ tekms_ pefasmn
atau kegiatan teknis penunjang Bapenda :

a}__

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagalmana dzmaksud pacia ayat (1), d1p1 _ _pm le
seorang Kepala UPT yang berada dl bawah dan bertanggung]awab kepad
Kepala Badan melalui Sekr etans :

5 -Paéél 39

Pembentukan, Susunan Orgamsa31 Tugas dan Funaszg serta T
Unit Pelaksana Teknis pada Bapemda dltetapkan dengan Peratt an Gube
sesuai ketentuan peraturan pez undang undangan el :

mui "

PE




(1)

(2)

(3)

i

Bagaa_m Kesembﬂan

Kelompok Jabatan fungszonai sebagalmana dzmaksud cialam 3--_P
ayat (1) huruf h, yang" dlangkat berdasarkan penyetalaan:' i
melaksanakan tugas dan fungs:t Jabat&n Admmzstz a31 berkaitaz
pelayanan teknis fungsional, B g :

Pengangkatan dan pelantzkan meialui penye‘taraan jabatan __dﬁaku n
sesuai dengan rekomendasx penetapan pe;aetu;uan dam :
terkait sesuai ketentuan peraturan pez undanﬁ—undangan

Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagazmana dimaksud pada _y'at ( 1)-
berkedudukan di bawah dan bertanggung 3awab Secara langsung kepaci
Pejabat Administrator. R I it

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daelah yang dﬂa};uk_ penyetaraan__
dan/atau penghapusan . Ja.batan Admlmstrasz ke dalam : Jabatan:
Fungsional, dapat dltetapk&m Koordmator dan/ atau '_
Kelompok Jabatan Fungszonal untuk tugas atau fun si :
dipimpin oleh pejabat fungsmnal a‘itau oleh pejaba“i: '}'jé'laksan_ Semor ang.
ditunjuk, sampai d1tetapkannya peratursm. pemndangwund' ""'gan yang
mengatur tentang Koorcimato;“ dan/ atau Sub 1{001 -dinato batan
Fungsional. o L P e

Penetapan, rincian tugas dan fung&n k_oordmasu, __;_ugas tambahan er’c
pengelolaan kegiatan Koozdma’tor dan/atau Sub. Koordma‘to:' Kel" )
Jabatan Fungsional sebagajmana dlmaksud pada ay&t (ffé
lanjut dengan Keputusan- Kepaﬁla Peiangkat Daerah sesuaz k_éjte;}tua_
peraturan perundanw—undaﬁgan : '

Kelompok Jabatan - Fungsmnal y&mg
penyesuaian/inpassing berkedudukan dl bawah da_’l
secara langsung kepada " Pejabat Pimpman ngg; ama,: Pej
Administrator, atau Pejabat - Pengawas y&ng memﬂliﬂ keterl'

pelaksanaan tugas jabatan fungszonal berdasalkan -~ jenjangn
ketentuan peraturan pemndang~undangan e

Kelompok Jabatan I‘ungszonal sebagwmana dunaksu da :
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsmna yang berdasazkan
keahlian dan keterampﬁan sesual ketentuan pelatuiaj

undangan. R SR

Jenis dan jumlah J abataﬂ P‘ungsmnal ditetapkan 'sesual ketentuar

peraturan peu,mdanmundangan R




Pasal 42

{1} Pada masa transisi, Pegabat Admlmsirasz yang belum dlangkat dan

dilantik kedalam Jabatan fungszonal melalm mekamsm_ | pefwet aan

jabatan diberikan penghasﬁan yang sama dengan Jabafé' yang'dldudukz

sebelumnya sampai | dengan dltetapkannya

perundang-undangan mengenm ketentuan penghasﬂam

Jabatan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

'._-Z;Pa__sai_%' i

yvang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peramran perundang
undangan. - SR ' '

undanofan

(3) Pengangkatan dalam Jabaian d1 1111gkungan Bapenda_ memperh
syarat dan kompetens1 Jabatan sesuau ketentuan peraturan €
undangan. Coide ERR

(4) Dalam rangka pembmaan dem penvembangan karn
Pegawai ASN dalam - suaty _;abatan dlsesuajka"
peraturan perundang—undangan .' (e

(5) Formasi Pegawai ASN di 11ngkmwan Bapenda:_
peraturan perundang«»undangan i

Pasai 44




(2)
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Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan s’ebagaimanar' i

dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian '1§etvenanga11: o

yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan" o

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan se'bagairﬁaﬁa E
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% {dua puluh lima

persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan An‘gka Kredit, -

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas . pokok: dan

pengembangan profesi.

Pasal 45

Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam’ -
Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan sete!ah ST
mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkazt sesuai i

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan ! .
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat d1tetapkan_" '_ :
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Kepumsan I&epaia-ﬁ:}:'

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perunciang undangan

Rincian tugas dan fungsi koordmas1 tugas tambahan serta pengeloiaan-_': o _ g
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsxonai sebagmmana?[ R
dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala_:_'

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 46

Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memampm membma
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan member 1kan pemnjuk kerga SR

kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Admzmstram dan Pejabat - ' :
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, - miegram dan_. - T :
sinkronisasi, baik di lingkungan Bapenda maupun antar Perangk:at Daerah‘tff ci

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.




(3)

(1)
(2)

- 22 -

Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Bapenda dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 47

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Bapenda wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Bapenda ditetapkan

oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang

organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




93l

(3) Kepala Badan wajib membemkan dukuﬂgan dan ker;a sama da_lam;-f_:_l':_'r_' '_
kegiatan pembinaan dan pengendalian ~organisasi Bapenda sesua;;:-___. o
ketentuan peraturan perundang-undangan. . : :

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pe}abat'gf-.._'--. | |
Administrasi dan Pejabat Fungsmnal ber’pedoman pae:ia ketentuan-“.';.-"'--_.
peraturan perundang-undangan. _ L e

BAB VIII :
KETENTUAN PERALIHAN -

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, PegawaJ ASN yang:-":?;i'- e
melaksanakan tugas pada Bapenda tetap melaksanakan tugasnya sepanjangfj
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembma I&.e;;egawaifm e o

. BAB IX: |
KETEN’I‘UAN PENUTUP -

Pasai 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulal beﬁal{u Peratursm Gube1 nur Nomar
65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Oigamsas1 Tugas dan Fungs1
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah PI‘DVH‘ISI Kahmaniaﬁ Barat (E’:ez ita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nemm 66) dlcabut dan
dinyatakan tidalk berlaku. L SR

Pasai 52

Agar setiap orang mengetahumya 1’1"1&11161"11‘1‘?:&11!\&1’1 penguudamg&n Peratura
Gubernur ini, dengan }'Jenempatannya ‘dalaim - Benta Daerah Provms1
Kalimantan Barat. e

Ditet&pkan dz Ponﬁa.nai«: i
pada tanggal
%. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT g@

Diundangkan di Pontianak Cai
pada tanggal %p % iy (e ]

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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